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ABSTRAK: - Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara 

menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Pengelolaan 

hak dan kewajiban negara telah diatur dalam Bab VIII UUD 1945, dan Pasal 23 C Bab VIII 

UUD 1945 mengamanatkan hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan 

undang-undang. Oleh karena itu perlu ditetapkan standar operasional prosedur dalam 

proses pembayaran langsung (LS) rekanan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Nagekeo sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang telah di 

tetapkan. 

            - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 

Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736). 

            - Dalam Keputusan Sekretaris KPU ini berisi tentang Penetapan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) Pengajuan Pembayaran Langsung (LS) Rekanan pada Lingkup Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, yang digunakan sebagai pedoman dalam 

Pengajuan Pembayaran Langsung (LS) Rekanan pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Nagekeo. 

CATATAN :     - Keputusan Sekretaris KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Maret 2026. 
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